PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11/ 15 /PBI/2009
TENTANG
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK KONVENSIONAL
MENJADI BANK SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung mpédban perekonomian
nasional diperlukan lembaga perbankan yang dapdayam

seluruh lapisan masyarakat;

b. bahwa bank syariah sebagai bagian dari sistem pieathanasional
perlu dikembangkan secara sehat dan kuat agar oegraberikan
pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat, anteramialalui
perubahan kegiatan usaha bank konvensional merjadk
syariah;

c. bahwa perubahan kegiatan usaha bank konvensi@mhdi bank
syariah harus didukung dengan modal yang cukuprdarajemen
yang profesional sehingga dapat tercipta bank alyarang sehat
dan tanggultsustainable);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaledam
huruf a, huruf b dan huruf ¢ dipandang perlu untuglakukan

penyesuaian terhadap ketentuan perubahan kegiatdra ank

konvensional..
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konvensional menjadi bank syariah dalam suatu BamtBank

Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992taten Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 NMo8&ig
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomdR)3
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Ndmor
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia 7at208
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Inglane
Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Badknesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No6%)
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nongdi3)3
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perafeamerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembara
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, bEdran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901) gagbmna
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 T&Q00D
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggardangh
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedasm a
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Banknesia
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republiloriadia
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Ri&publ
Indonesia Nomor 4962);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Rmse

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia TaR0@8

Nomor...
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Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang dP&em
Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal@@8 2Nlomor
94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadld867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG RE&BAHAN
KEGIATAN USAHA BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK
SYARIAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksund)ae:

1. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiadahanya
berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnyairitedari

Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syaria

2. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pearaa
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang NomorBanT

2008 tentang Perbankan Syariah;

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnyabdis
BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannyak tid

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sé&baga

dimaksud...
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dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20@t&rg

Perbankan Syariah;

Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan akagi
usahanya secara konvensional dan berdasarkan yjanisrdiri

dari Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditaky@g

Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensionalgyan
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebuR BBalah

Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak nesrkén
jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dirdadalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah;

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalangidkean

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan olelwad

Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia;

Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya didebgan

PSP adalah badan hukum, perorangan dan/atau ketouspba

yang:

a. memiliki saham perusahaan atau bank sebesar 25% (du
puluh lima persen) atau lebih dari jumlah sahamgyan
dikeluarkan dan mempunyai hak suara;

b. memiliki saham perusahaan atau bank kurang dari @kf
puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikelalarélan

mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat

dibuktikan...




10.

11.

12.

)

(2)
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dibuktikan telah melakukan pengendalian perusalaan
bank, baik secara langsung maupun tidak langsung;

Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 20@targ

Perseroan Terbatas;

Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalarmdadg-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Bexbat

Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebutddg&h

dewan yang bertugas memberikan nasihat dan sarmpad&e
direksi serta mengawasi kegiatan Bank Syariah agauai

dengan Prinsip Syariah;

Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Bank Konvensional dapat melakukan perubahan kegiataha

menjadi Bank Syariah.

Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional meijadk

Syariah dapat dilakukan:
a. Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah;

b. BPR menjadi BPRS.

Pasal 3

Bank Syariah dilarang melakukan perubahan kegiasama menjadi

Bank Konvensional.

Pasal 4..



(1)

2)
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Pasal 4

Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional meijadk

Syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Bankredma.

Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayatil&@Kuklan

dalam bentuk izin perubahan kegiatan usaha.

BAB Il

PERSYARATAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum

Pasal 5

Rencana perubahan kegiatan usaha Bank Konvensiwrmgadi Bank

Syariah harus dicantumkan dalam rencana bisnis Bankensional.

Pasal 6

Bank Konvensional yang akan melakukan perubaharateagusaha

menjadi Bank Syariah harus:

a.
b.
C.

d.

menyesuaikan anggaran dasar;

memenuhi persyaratan permodalan;

menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Korsisari
membentuk DPS; dan

menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bariah.

Pasal 7...
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Pasal 7

Penyesuaian anggaran dasar sebagaimana dimaksud @asal 6
huruf a mengikuti ketentuan Undang-Undang tentamgbdhkan
Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undartejan yang

berlaku.

Bagian Kedua
Persyaratan Menjadi Bank Umum Syariah
Pasal 8

Bank Umum Konvensional yang akan melakuan perub&begratan

usaha menjadi Bank Umum Syariah harus:

a. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimu

(KPMM) paling kurang sebesar 8 % (delapan persan);

b.  memiliki modal inti paling kurang sebesar
Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Pasal 9

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Umum Syariah hangsnenuhi

ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan Bankird Syariah.

Pasal 10

(1) Bank Umum Konvensional yang akan melakukan perubaha
kegiatan usahanya menjadi Bank Umum Syariah harus
membentuk DPS.
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(2) Calon anggota DPS sebagaimana dimaksud pada gylaar{is
memenuhi persyaratan DPS sebagaimana diatur datantian

Bank Indonesia mengenai Bank Umum Syariah yangkerl

Bagian Ketiga
Persyaratan Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Pasal 11

BPR yang akan melakukan perubahan kegiatan usahmdn®PRS
harus memenuhi ketentuan permodalan sebagaimama dialam

ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan BPRS.

Pasal 12
Dewan Komisaris dan Direksi BPRS harus memenula@ntetin Bank

Indonesia yang terkait dengan BPRS.

Pasal 13

(1) BPR yang akan melakukan perubahan kegiatan usahgdne
BPRS harus membentuk DPS.

(2) Calon anggota DPS sebagaimana dimaksud pada gyhar{is
memenuhi persyaratan DPS sebagaimana diatur datantian

Bank Indonesia mengenai BPRS yang berlaku.

BAB Il ...
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BAB Il

TATA CARA PERIZINAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

1)

(2)

1)

Pasal 14

Permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajuledmBank

Konvensional disertai dengan antara lain:

a. misi dan visi perubahan kegiatan usaha menjadi Bank
Syariah;

b. rancangan perubahan anggaran dasatr;

c. nama dan data identitas dari calon Pemegang Saham
Pengendali, calon anggota Dewan Komisaris, calggyata
Direksi dan calon anggota DPS;

d. rencana bisnis Bank Syariah;

e. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi

ekonomi; dan
f. rencana penyelesaian hak dan kewajiban nasabah.
Bank Konvensional yang mengajukan permohonan izin
perubahan kegiatan usaha harus memberikan pemelasa
mengenai keseluruhan rencana perubahan kegiataha usa

menjadi Bank Syariah.

Pasal 15
Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud Eakah
14 ayat (1) huruf b harus dimintakan persetujugrakla instansi

yang berwenang.

(2) Permohonan..
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(2) Permohonan kepada instansi yang berwenang sebagaima
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaagade

pengajuan permohonan izin perubahan kegiatan usaha.

Pasal 16

Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubakegiatan

usaha menjadi Bank Syariah wajib mencantumkan ag¢ekas:
a. kata “Syariah” pada penulisan nama; dan

b. logo iB pada formulir, warkat, produk, kantor daringan kantor

Bank Syariah.

Pasal 17
(1) Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubaha
kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib melaksana
kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah padingdt 60
(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin pahan

kegiatan usaha diberikan.

(2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimakadd pyat
(1) Bank Syariah hasil perubahan kegiatan usahainbel
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsialgyaaka
izin perubahan kegiatan usaha yang telah dibeakan ditinjau

kembali.

(3) Rencana pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkasipPrin
Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajiinudnkan
kepada masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hebelam

tanggal pelaksanaan.

(4) Pelaksanaan.
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(4) Pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsipialsyar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilapopgaimg
lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaa

(5) Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubaha
kegiatan usaha menjadi Bank Syariah dilarang mé&baku
kegiatan usaha secara konvensional, kecuali dalangka
penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usatara

konvensional.

Pasal 18

Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubakegiatan
usaha menjadi Bank Syariah wajib menyelesaikandaakkewajiban
dari kegiatan usaha secara konvensional palingdarlg§satu) tahun

terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatahaisigberikan.

BAB IV
SANKSI
Pasal 19

(1) Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubaha
kegiatan usaha menjadi Bank Syariah yang tidak mahie
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Flaayat
(1) dan ayat (5) dan Pasal 18 dapat dikenakan isanks
administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomof &hun
2008 tentang Perbankan Syariah.

(2) Bank Syariah yang tidak memenuhi ketentuan gasbmana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) diikahakan

sanksi...
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sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Unddmmgor 21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa:

a.

b.

teguran tertulis dan kewajiban membayar:

1.

2.

sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari
keterlambatan untuk setiap laporan atau pengumuman
dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp.30.000@00
(tiga puluh juta rupiah) untuk Bank Umum Syariataua

sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per har
keterlambatan untuk setiap laporan atau pengumuman
dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp.1.000.000,0
(satu juta rupiah) untuk BPRS;

teguran tertulis dan kewajiban membayar:

1.

paling banyak sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga pulzh
rupiah) dalam haltidak menyampaikan laporan atau
melaksanakan pengumuman untuk Bank Umum Syariah;

atau

paling banyak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu jpiahy
dalam hal tidak menyampaikan laporan atau

melaksanakan pengumuman untuk BPRS.

(3) Bank Syariah dinyatakan tidak menyampaikan laporan

4)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apéieilam

melaksanakan pengumuman dan/atau menyampaikanaihapor

dimaksud setelah 30 (tiga puluh) hari sejak batabira

pelaksanaan pengumuman dan/atau penyampaian laporan

Pengenaan sanksi teguran tertulis dan kewajiban bangan

karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan daun/atiak

melaksanakan.




-13-

melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud patila a
(2) tidak menghapuskan kewajiban Bank Syariah untuk

melaksanakan pengumuman dan/atau menyampaikamiapor

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Permohonan izin perubahan kegiatan usaha menjadk Byariah
yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bandnesia ini tetapi
belum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, ibwaj
menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diddéum éeraturan

Bank Indonesia ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan kegiatsmha Bank
Konvensional menjadi Bank Syariah diatur dalam Skdaran Bank

Indonesia.

Pasal 22
Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesiaakia:

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI1/2006gah80 Januari
2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum
Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakagikizn

Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan PembukaatoiKBank

Yang...
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Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan priariah
Oleh Bank Umum Konvensional;

b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 dahgt Mei
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indomésimor
8/3/PBI1/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bamkim
Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakagi&i@an
Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan PembukaatoiKBank
Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan priariah
Oleh Bank Umum Konvensional;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku padgdahditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yrelangan
Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempataraigand_embaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 April 2009.
GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan..
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Diundangkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 April 20009.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMORG69
DPbS



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11/15/PBI1/2009
TENTANG
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK KONVENSIONAL MENJADI
BANK SYARIAH

UMUM

Sistem perbankan nasional yang mengakomodasi kodsap banking
system memberikan jalan bagi berkembangnya perbankanasyai Indonesia.
Perbankan syariah yang semakin berkembang diharapleampu memberikan

kontribusi yang lebih besar bagi perkembangan pe@kian nasional.

Peran(share) perbankan syariah dalam sistem perbankan nasparél
ditingkatkan antara lain dengan meningkatkan junmjkingan kantor melalui
pembentukan bank syariah baru atau membuka pelyamg lebih besar untuk
pelaksanaan perubahan kegiatan usaha (konversk kamvensional menjadi
bank syariah. Upaya peningkatan jaringan kantobogean syariah tersebut juga
dimaksudkan untuk mengakomodasi tuntutan masyangkaf) semakin besar
terhadap keberadaan perbankan syariah serta mamatipvestor untuk masuk
dalam industri perbankan syariah.

Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 tahuf82@entang
Perbankan Syariah, terdapat beberapa perubahamtuateyang terkait dengan
kelembagaan, kepengurusan dan kegiatan usaha Yeamkhs termasuk ketentuan

tentang perubahan kegiatan usaha (konversi) bankeksional menjadi bank
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syariah. Pelaksanaan perubahan kegiatan usahaeflsgnbank konvensional
menjadi bank syariah harus tetap memperhatikan padmnkan yang sehat dan
prinsip kehati-hatian sehingga dapat tercipta pea syariah yang kuat dan

konsisten dalam menerapkan Prinsip Syariah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
BPR atau BPRS yang ingin menjadi Bank Umum Syahahus
mendirikan Bank Umum Syariah terlebih dahulu. Selkaya, seluruh
hak dan kewajibanatset and liabilities) BPR atau BPRS dialihkan
kepada Bank Umum Syariah baru, kemudian izin usRR atau
BPRS dicabut atas permintaan basef(iquidation).
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5 ...



Pasal 5

Bagi Bank Umum Konvensional dicantumkan dalam reacaisnis,

sedangkan bagi BPR dicantumkan dalam rencana kerja.

Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “laporan keuangan awal selsappaiah Bank
Syariah” adalah laporan keuangan sebagai Bank &yayang
menunjukan laba rugi tahun berjalan dan laba algin lalu memiliki
saldo Rp.0,00 (nol rupiah) atau nihil.
Pasal 7

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan pergadadangan lain
yang berlaku” adalah antara lain Undang-Undang atent Perseroan
Terbatas.

Pasal §..



Pasal 8
Ayat (1)
Besarnya rasio KPMM didasarkan pada hasil penilaBank

Indonesia.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia yankpit dengan

Bank Umum Syariah” antara lain adalah:

* uji kemampuan dan kepatutafit @nd proper test) yang berlaku bagi
Bank Umum Syariah;

» peneraparood Corporate Governance (GCG) yang berlaku bagi Bank
Umum Syariah; dan

+ Kelembagaan Bank Umum Syariah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesiay yterkait dengan
BPRS” antara lain adalah:

a. uji...
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a. uji kemampuan dan kepatutafit @nd proper test) yang berlaku bagi
BPRS;

b. penerapanGood Corporate Governance (GCG) yang berlaku bagi
BPRS;

c. kelembagaan BPRS; dan

d. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPRS.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Pemberian izin perubahan kegiatan usaha diberikamgah
mempertimbangkan antara lain:

a. analisis atas rencana penyelesaian hakelaajiban nasabah
yang tidak bersedia diubah menjadi nasabah Bankabya

b. analisis atas rencana bisnis jangka pendek, mgahedan jangka
panjang bagi Bank Umum Syariah, dan analisis aasana kerja
tahunan bagi BPRS;

c. hasil uji kemampuan dan kepatutéih gnd proper test) terhadap
calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota nDewa

Komisaris dan calon anggota Direksi; dan
d. hasil wawancara terhadap calon anggota DPS.
Ayat (2)

Hal-hal yang harus dijelaskan melalui presentasBaink Indonesia

antara lain:

a. misi dan visi perubahan kegiatan usaha;

b. hasil ...
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hasil studi kelayakan mengenai peluang pasaghpeypunan dan

penyaluran dana;

rencana bisnis jangka pendek dan menengah kagi Bmum

Syariah, dan rencana kerja tahunan bagi BPRS;
sistem teknologi informasi (IT);
jumlah dan lokasi kantor Bank Syariah; dan

struktur organisasi dan personalia.

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Pencantuman kata “Syariah” dilakukan sebagakberi

1.

Huruf b

untuk Bank Umum Syariah, pencantuman kata “Syariddyiat

dilakukan sebelum kata “Bank” atau setelah nam&;ban
untuk BPRS, pencatuman kata “Syariah” dilakukan gden
penyebutan frase “Bank Pembiayaan Rakyat Syarieh ‘@PR

Syariah” atau “BPRS” sebelum nama bank.

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ditinjau kembali” adalah:

a. diperpanjang apabila keterlambatan tersebut digaimableh hal-
hal yang tidak dapat dihindario(ce majeur) atau pertimbangan
lain yang dapat diterima. Perpanjangan jangka wa&tsebut
diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari.

b. dibatalkan apabila Bank Syariah hasil perubahanakay usaha
tidak dapat memberikan alasan yang relevan atasl&etbatan
kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (3)

Pelaksanan pengumuman dilakukan melalui:

a. surat kabar yang mempunyai peredaran nasionalk uBank
Umum Syariah;

b. surat kabar lokal atau papan pengumuman di temga@dudukan
kantor BPRS, untuk BPRS.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18
Batas waktu penyelesaian dapat diperpanjang lapakegagalan
penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usabara konvensional
disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindgrce majeur) atau

pertimbangan lain yang dapat diterima.

Pasal 19 ...



Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05
DPbS



